
BUPATI KUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR : ~8TAHUN 2008 

TENTANG I 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH 
DAN BANTUAN SOSIAL 

BUPATI KUDUS, 

mbang a. bahwa sesua i Pasal 133 Ayat (3) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah dun 
bantuan sosial. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga imana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati; 

gingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

~ 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400 ); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhil' dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 



enetapkan 

7. Per;-11·uran PemNlr t h 
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Pem crlntaha~ (L 
1 

a Nomor 24 Tahun 2005 tt.intnng StMdar AY..untnr-,c,I 
Nomor 49 Tam embaran Nognra Republlk fndommlu TohuN wr,1: 

' bahan Lembar;m NegtJra Rcpubllk Jndonm>ltJ Nnmor 4503,; 

Pera tu ran Pemc .1 t h 
(Lembaran N ' n a Nomor SS Tohun 2005 tr.nt.nng Dtina PMmbhn<Jl'lrl 
Lembaran N cgara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, n ,mbt:lhtm 

egara Rcpubllk Indonesia Nomor 4575); , 

Peraturan Pemc I t· 1 KNJcinc an ·_ r n c1 1 Nomor 56 T;ihun 2005 tontnn~J Sl(}h,m JnrormMI 
Nome/ 

13 
Dc1 crah (Lembaran Negara Republlk /ndfJn~ r; l11 ·rt1hun 200'.J 

8, Tambahan Lembaran Negara Rcpubllk /ndonc'Jln Nr,m0r '1 570); 

Pcraturan Pcmcrlnt·ah Nomor 57 Tahun 2005 tr:ntcing Hlbt1h (Lr.:mb1:m,n 
Nc9t1 ra Rcpubllk Indonesia Tahun 200!.i Nomor 139, Tamb;ih;m I 1;rnl,MM1 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4577); 

Pcraturan Pcmcrlntah Nomor 5fl Tahun 200!.i t(:nt,:1mJ Pr:n<y:loli-1iJn 
Kcuangan Dacruh (Lembaran Nc9r1r;:i Rnpubllk /ndfJn1;1,l;J T;ihun 7,()()0 

Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Nf!g;:im Rrpubllk lnclonr: •,I; , Nomnr 'l'J7H); 

Peraturan Pcmerlntah Nomor 65 Tahun 200!.i tl"!nt;ir1cJ JJ(;dorn ;_,n rJ ;in 

Penerapan Standar Pclayanan Mlnlmul (Lcmb;:iran Nr!g,,r;J r,:publl lt /ncJunr;•, I;, 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lcmbclrc1n Nrg,,riJ P1;publllt lncJonr.: •, l;J 
Nomor 4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcnt.:inrJ PucJoman Pr:rnb inaan 
clan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmcrlntah Dacr,ih (Lcrnb;Jriln Nr.:g;;r,J 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16'.:i, T,,mbah;,n I r;mbiJrcJn N': ']rJr,, 
Republik Indonesia Nomor '1 593) ; 

Pcr·atu ran Pcmcrintah Nomor O Tahun 200G tcntan9 Pr:laporiJn K'.!uangan 
cl an Kinerja Instansi Pemerln tah (Lcmbaran Ncgar;,, Ri:publlk Indonesia 
Tah t~ 2006 Nomor 25, Tambahan Lcmbaran NcgarcJ Rcpublik l ndonc:,la 
Nomor 4614) ; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dcngan Pcraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99 ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBE~IAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

BAB I 
BELANJA SUBSIDI 

Pasal 1 

Belanja Subsldi digunakan untuk menganggarkan bantuan blaya produksl 
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga Jual produksl/jasa yang 
dlhasllkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 
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Pasal 2 

Mekanl~me pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi adalah 
sebaga1 berlkut: 

a. Calon penerima subsldi mengajukan permohonan kepada Bup"ti 
(berupa proposal/rencana kerja kepada Bupati); 

b. Bupati . . memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk 
menel1t1/mengkaji dari aspek: 
· persyaratan administrasi · 

legalitas permohonan d~n program kegiatan yang diajukan sesuai 
dengan program pembangunan; 
kesesua ian peruntukan dengan kebijakan APBD; 
tersedianya dalam pos APBD; 
kewajaran anggaran yang diminta; 

c. Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah 
membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternative 
saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati ( ya-tidak) ; 

d. Apa bi la Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses 
subsidi dengan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku; 

e. Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan 
surat perm intaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna 
Anggaran/ pengguna barang untuk diterbitkan surat perintah 
membayar; 

f . Pengguna anggaran/pengguna barang menyampaikan surat 
permintaan pembayaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah 

.-· untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana; 

g. Bendahara pengeluaran pada Bagian Keuangan selaku Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana ke rekening bendahara 
pengeluaran pembantu; 

h. Apabila subsidi sudah diterima kepada yang berhak, Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada Bupati dan penerima 
subsidi melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima kepada Bupati ; 

i. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pengelola subsidi 
bertanggungjawab atas pengembalian dana subsidi kepada 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku . 
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BAB II · 
BELANJA HIBAH 

Pasal 3 

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah d_alam 
bentuk uang, barang dan /atau jasa kepada pemerintah atau pemen~ta~ 
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisas1 
kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya . 

Pasal 4 

(1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus 
menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah . 

(2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan 
pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan . 

(3) Naskah perjanjian hibah daerah ditandatangani oleh Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang mengelola belanja hibah . 

Pasal 5 

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah adalah 
sebagai berikut: 

a. Calon penerima hibah mengajukan permohonan kepada Bupati 
(berupa proposal/ rencana kerja kepada Bupati); 

b. Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk 
r. menel iti/ mengkaji dari aspek: 

- persyaratan administrasi ; 
- legalitas permohonan dan program kegiatan yang diajukan sesuai 

dengan program pembangunan ; 
- kesesuaian peruntukan dengan kebijakan APBD; 
- tersedianya dalam p6s APBD; 
- kewajaran anggaran yang diminta; 

c. Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah 
membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternatif 
saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati ( ya-tidak) ; 

d. Apabila Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses 
hibah dengan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku; 

e. Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keua•ngan Daerah 
memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan 
surat permintaan pe.mbayaran yang diajukan kepada Pengguna 
Anggaran/pengguna barang untuk diterbitkan surat perintah 
membayar; 

f . Pengguna anggaran/pengguna barang menyampaikan surat perintah 
membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan 
surat perintah pencairan dana; 



- 5 -

g. Bendahara p 1 • 
Pe 

1 1 
enge uaran pada Baglan Keuangan selaku Satuan Ker:1a 

b nae~ a Keuangan Daerah mentransfer dana ke rekening 
en a ara pengeluran pembantu; 

h. :pabila hibah sudah diterima kepada yang berhak, Satuan Kerja 
h:angkat Daerah terkalt melaporkan kepada Bupati dan peneri~a 

1 
ah mel~porkan pertanggungjawaban penggunaan dana paling 

ambat 3 (t19a) bulan setelah menerima kepada Bupati. 

BAB III 
BELANJA BANTUAN SOSIAL 

Pasal 6 

Bant_uan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang 
bers1fat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang 
kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai pol itik. 

Pasal 7 

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial 
ada lah sebagai berikut: 

a. 

b. 

r. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g, 

Calon penerima bantuan sosial mengajukan permohonan kepada 
Bupati (berupa proposal/rencana kerja kepada Bupati) ; 

Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk 
meneliti/mengkaji dari aspek: 
- persyaratan administrasi; 
- legalitas permohonan dan program kegiatan yang diajukan sesuai 

dengan program pembangunan; 
- kesesuaian peruntukan; dengan kebijakan APBD; 
- tersedianya dalam pos APBD; 
- kewajaran anggaran yang diminta; 

Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah 
membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternatif 
saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati ( ya-tidak) ; 

Apabila Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses 
bantuan sosial dengar ' prosedur administrasi dan peraturan yang 
berlaku; 

Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan 
surat permintaan pembayaran yang diajukan kepade Pengguna 
Anggaran/pengguna barang untuk diterbitkan surat perintah 
membayar; 

Pengguna anggaran/pengguna barang menyampaikan surat perintah 
membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan 
surat perintah pencairan dana; 

Bendahara pengeluaran pada Bagian Keuangan selaku Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana ke rekening 
bendahara pengeluaran pembantu; 



l1undangkan di Kudus 

h. 
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Apabila hibah sudah diterima kepada yang berhak, Satuan K~rja 
Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada Bupati dan penenma 
ba~tuan sosial melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima kepada Bupati. 

Pasal 8 

Bantuan sosial kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus . 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 9 s er t c r:11:> er 2008 

iada tanggal 10 .3crt l ::i'; e: r 2008 
r. 

SERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 18 
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